
   

BERITA  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor : 32                                                                     Tahun : 2017                       

 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 32  TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pendampingan penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 

2017, di sebagian desa ditemukan adanya ketidaksesuaian 

dengan peraturan perundang-undangan sejak proses 

perencanaan; 

b. bahwa ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebelum 

ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

Anggaran 2017; 

 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor  15 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa 

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 44); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 

Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 

14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2093); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal 

Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 158); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1037); 

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapanan 

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang 

Penetapanan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6); 

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 

Nomor 17 Seri E); 

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014. tentang 

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18); 

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1); 

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 

49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 46); 

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71); 

 



20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2016 Nomor 108); 

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang 

Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana 

Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 25 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa 

Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 25); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN 

KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul. 

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah 

Kecamatan. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-

usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

7. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa dibantu  Perangkat Desa sebagai unsur  

penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, 

dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

 

 

 



9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah 

penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

14. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

15. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih. 

16. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa. 

18. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan 

bersifat mengatur. 

19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih 

lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode 

anggaran. 

20. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan 

belanja desa. 

21. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan 

belanja desa. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud pengaturan ini adalah agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan  yang 

dibiayai APBDesa Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 3 

Tujuan pengaturan ini adalah : 

a. meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan desa yang dibiayai APBDesa Tahun 

Anggaran 2017; dan 

b. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai APBDesa tahun anggaran 2017 sesuai 

ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. 

 



BAB III 

 PERUBAHAN APBDesa 

 

Pasal 4 

Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebelum ditetapkannya Peraturan Desa 

tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 harus dilakukan jika dalam 

penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terdapat antara lain : 

a. kegiatan yang akan dibiayai APBDesa Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai 

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2017; 

b. kesalahan menempatkan proyeksi SILPA tahun lalu yang seharusnya masuk 

dalam komponen Penerimaan Pembiayaan, tetapi dimasukkan sebagai unsur 

pendapatan di dalam APBDesa; 

c. kesalahan menempatkan Penyertaan Modal Desa yang seharusnya masuk dalam 

komponen Pengeluaran Pembiayaan, tetapi dimasukkan sebagai unsur Belanja 

Desa; 

d. rencana penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan selain yang masuk 

dalam kelompok belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, kecuali untuk sarana olahraga desa serta 

kegiatan adat, seni, dan budaya; 

e. rencana penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk 

membiayai kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja Bidang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

f. mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dan/atau Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tetapi belum 

dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017; 

dan/atau 

g. kegiatan yang akan dibiayai bukan merupakan kewenangan desa; 

 

Pasal 5 

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan 

Peraturan Kepala Desa. 

 

Pasal 6 

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 

APBDesa Tahun Anggaran 2017. 

(2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Desa. 

(3) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 

2017 dibahas bersama Kepala Desa dengan Perangkat Desa dalam rangka 

finalisasi. 

 

Pasal 7 

(1) Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 

2017 yang telah dilakukan finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 

(3), sebelum ditetapkan disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi. 

(2) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang 

Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 

sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan 

APBDesa Tahun Anggaran 2017. 



(3) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Desa 

tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 perlu ada penyempurnaan, 

Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya hasil evaluasi. 

(4) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Kepala 

Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja. 

(5) Peraturan Kepala Desa tentang  Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 yang 

telah ditetapkan oleh Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul melalui Camat 

sebagai laporan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan. 

(6) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang 

Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017. 

 

Pasal 8 

Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa 

Tahun Anggaran 2017 dan Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Perubahan 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. 

 

 

Ditetapkan di Wonosari 

pada tanggal 9 Juni 2017 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

TTD 

 

                 BADINGAH 

 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal 9 Juni 2017 

     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

 

 

      TTD          

 

 DRAJAD RUSWANDONO 



 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2017 NOMOR 32  

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 

 

    SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

  KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
HERY SUKASWADI, SH. MH. 

NIP. 19650312 198903 1 009 

 


